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Abstrak

Perkembangan teknologi berimplikasi pada masifnya pemanfaatan teknologi
mesin robot dan juga otomatisasi lainnya dalam kegiatan usaha karena
keefektifan dan keefisienannya. Akan tetapi, hal tersebut kemudian
menimbulkan suatu problematika baru secara global, yakni pengangguran
teknologi karena tergantikannya tenaga kerja manusia dengan teknologi mesin
robot dan otomatisasi lainnya. Penelitian ini menyikapi tingkat pengangguran di
Indonesia yang berada di posisi tertinggi se-Asia Tenggara, terlebih dengan
adanya fenomena bonus demografi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan
untuk mengusung implementasi pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi di
Indonesia dari sejumlah aspek, seperti skema, implementasi di negara lain,
tantangan yang timbul, dan juga rekomendasi yang dinilai dapat menjadi jalan
keluar dari persoalan tersebut. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dan menjadikan studi literatur sebagai
metode pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan
metode kualitatif secara interpretif terkait urgensi pengenaan pajak atas robot
dan otomatisasi lainnya di Indonesia. Penelitian ini mengungkap bahwa
kebijakan pajak atas robot dan otomatisasi dapat menjalankan fungsi requlerend
pajak, yakni untuk mengendalikan tingkat pemanfaatan robot dan otomatisasi
lainnya untuk menekan angka pengangguran teknologi. Adapun, penelitian ini
mengkaji pula implementasi dari pajak atas robot dan otomatisasi lainnya yang
telah berlangsung di negara lain sekaligus mengeksplorasi berbagai
problematika yang berpotensi timbul dari pajak-pajak tersebut beserta
rekomendasi yang menjawab sejumlah problematika tersebut.

Kata Kunci Pajak Robot, Robot, Otomatisasi, Revolusi
Pengangguran Teknologi

Industri,

Abstract

The development of technology has led to an increasing utilization of robotic
machinery and other forms of automation in business operations due to their
effectiveness and efficiency. However, this trend has also generated a new global
issue, namely technological unemployment due to the replacement of human labor
by robotic technology and automation.This research responds to the high
unemployment rate in Indonesia, currently the highest in Southeast Asia, moreover
with demographic dividend phenomenon, suggesting that tax on robots and
automation with various scheme options could be a viable solution to reduce
unemployment levels, especially technological unemployment.  Given its negative
externalities, this study aims to explore the implementation of taxation on robots
and automation in Indonesia from various aspects, including the taxation scheme,
implementation in another country, potential challenges, and recommendations.
Depending to qualitative approach and utilizing literature review as the primary
data source, the research seeks to provide a comprehensive analysis regarding the
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taxation of robots and other forms of automation in Indonesia. It reveals that
taxation policies on robots and automation can serve a regulatory function by
controlling the extent of their utilization to mitigate technological unemployment
rates. Furthermore, the study examines the implementation of robot and
automation taxes in other countries that have adopted such measures while
exploring potential issues arising from these taxes and providing recommendations
to address these challenges.

Keywords: Robot Tax, Robot, Automation, Industrial Revolution, Technological
Unemployment

PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran di suatu negara memiliki dampak yang kuat terhadap kehidupan sosial
dan juga ekonomi masyarakat. Setiawan et al. (2024) mengemukakan bahwa tingginya angka
pengangguran dapat mempengaruhi tingkat produktivitas, kesenjangan sosial, konflik sosial,
bahkan penerimaan negara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024,
tingkat pengangguran di Indonesia kian mengalami penurunan sejak tahun 2020. Hal ini dapat
dibuktikan dari jumlah pengangguran dari yang sebelumnya berada di angka 9,77 juta penduduk
per Agustus 2020, turun menjadi 7,47 juta penduduk per Agustus 2024. Angka tersebut berangkat
dari total keseluruhan angkatan kerja di Indonesia yang berjumlah sekitar 152,1 juta penduduk per
Agustus 2024 (BPS, 2024). Walaupun demikian, mengacu pada Grafik 1, per Oktober 2024, Indonesia
menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-Asia
Tenggara (IMF, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia masih memiliki tugas
besar dalam rangka membenahi tingkat pengangguran di Indonesia.
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M Rate 2.1 35 4.4 4.9 5.2

Grafik 1 Tingkat Pengangguran Se-Asia Tenggara (2024)
Sumber: International Monetary Fund (2024), diolah oleh penulis

Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Indonesia perlu merancang sejumlah upaya untuk
menekan angka pengangguran tersebut, terlebih dengan masuknya Indonesia ke dalam
gelombang bonus demografi, yakni jumlah angkatan kerja atau penduduk produktif lebih
mendominasi dibandingkan dengan penduduk nonproduktif yang diprediksikan akan memasuki
puncaknya pada rentang tahun 2020-2035 (BPS, 2022; Setiawan, 2019). Lebih lanjut, IMF (2018)
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menyatakan bahwa bonus demografi yang tidak dijalankan secara paralel dengan upaya
penanggulangan dapat berpotensi meningkatkan pengangguran terdidik. Hal tersebut kemudian
menimbulkan lonjakan dari tingkat pengangguran terdidik dengan kompetensi yang tidak sepadan
dengan perkembangan teknologi.

Selain bonus demografi, timbul pula faktor yang ikut mendorong tingginya angka
pengangguran di Indonesia, yakni karena masifnya pemanfaatan teknologi. Hal tersebut
disebabkan oleh semakin banyaknya pemanfaatan teknologi mesin otomatis yang menggantikan
tenaga kerja manusia sehingga menghasilkan pengangguran teknologi (Lima et al., 2021). Adapun,
penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan perindustrian ditandai dengan
penggunaan Artificial Intelligence (Al), robot dalam pertanian, manufaktur, dan kebutuhan rumah
tangga. Bahkan, Hawksworth et al. (2018) memproyeksikan bahwa pada tahun 2030 mendatang,
sekitar 30% lapangan pekerjaan akan tergantikan oleh pemanfaatan mesin robot dan mesin
otomatis lainnya. Proyeksi serupa juga dikemukakan oleh Manyika et al. (2017) yang
memperkirakan bahwa sekitar 375 juta pekerjaan dapat tergantikan oleh pemanfaatan mesin-
mesin otomatis. Hal ini kemudian menimbulkan dilema karena pemanfaatan mesin dinilai dapat
memicu pengangguran, tetapi di sisi lain, pemanfaatan mesin mendorong teknologi untuk
meningkatkan efisiensi.

Berangkat dari hal tersebut, sejalan dengan fungsi regulerend pajak, pajak sebagai instrumen
kebijakan fiskal ekspansif dinilai dapat menjadi instrumen dalam mengendalikan sejumlah
permasalahan, salah satunya yakni mengendalikan tingkat penggunaan mesin robot dan juga
otomatisasi. Dalam hal ini, pengangguran bukan merupakan permasalahan utama yang mungkin
timbul akibat dari penggunaan mesin robot dan otomatisasi tersebut, melainkan juga domino effect
yang timbul akibat meningkatnya angka pengangguran, seperti tergerusnya basis penerimaan
Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memberikan perspektif
perpajakan sebagai katalisator penekan angka pengangguran teknologi di Indonesia akibat dari
berkembangnya penggunaan mesin robot dan juga otomatisasi yang menggantikan tenaga kerja
manusia.

TINJAUAN PUSTAKA
Fungsi Pajak

Secara umum, pajak memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi mengatur (regulerend) dan fungsi
penerimaan (budgetair). Fungsi regulerend berarti bahwa pajak berperan sebagai instrumen yang
mengatur terkait kebijakan sosial dan juga tujuan ekonomi lain, seperti pengenaan cukai terhadap
hal-hal yang memiliki eksternalitas negatif (Agung, 2014). Berangkat dari hal tersebut, dapat
diketahui bahwasanya pajak memiliki fungsi regulerend sebagai instrumen bagi pemerintah untuk
dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mengendalikan tingkat pengangguran.
Selanjutnya, terkait dengan fungsi budgetair, pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan
bagi negara untuk melakukan belanja negara. Dalam hal ini, pajak dimanfaatkan untuk dapat
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran
pembangunan (Gunadi et al., 2023). Fungsi pajak ini kemudian menjadi sebuah dasar dalam
diperlukannya pemungutan pajak, yakni sebagai sumber pendapatan ke kas negara (Nurmantu,
1994).
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Creative Destruction Theory

Creative destruction adalah kondisi ketika suatu proses atau produk tergantikan oleh proses
atau produk lainnya yang serupa yang lebih memiliki nilai tinggi dan bermetode produksiyang lebih
efisien (Bosma et al., 2011). Suatu produk atau proses yang baru tersebut nantinya akan menggeser
kedudukan produk atau proses sebelumnya sehingga dapat tercipta output yang lebih baik (Schulz,
2010). Dengan kata lain, fokus utama dari creative destruction sendiri adalah kondisi ketika terdapat
inovasi yang dapat mengganggu kondisi atau keadaan yang sedang berjalan atau sudah ada.

Hutahayan dan Yufra (2019) mengungkapkan bahwa teori ini terbagi menjadi dua dimensi
utama, yakni competence-enhancing dan juga sustaining innovation. Competence-enhancing sendiri
menitikberatkan kepada upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan, baik berupa
pengetahuan maupun keterampilan sehingga dapat tercapai keunggulan (Christensen &
Rosenbloom, 1995). Lebih lanjut, sustaining innovation lebih berfokus kepada upaya yang dilakukan
untuk dapat mempertahankan dan juga memperkuat kondisi-kondisi yang telah ada (Christensen
& Rosenbloom, 1995). Berangkat dari hal tersebut, dapat diartikan bahwa suatu inovasi yang baru
dapat mengganggu atau bahkan menghilangkan pekerjaan atau kondisi yang lama, tetapi dapat
memberikan peluang-peluang baru yang lebih baik daripada pekerjaan lama tersebut.

Good Governance and Agile Governance

Good governance dapat diartikan sebagai suatu cara bagi negara, khususnya pemerintah dalam
melakukan tata kelola terhadap sumber daya sosial dan juga ekonomi yang dimiliki dengan bertitik
berat terhadap pembangunan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Lebih lanjut, konsep good
governance juga dinilai sebagai suatu upaya koordinasi pemerintahan antara para pemangku
kepentingan dalam mengelola secara transparan untuk tujuan pemerintah yang dikelola secara
baik dan akuntabilitas (Agoes, 2013). Di samping itu, terdapat pula agile governance, yakni
kemampuan tata kelola dalam beradaptasi dan merespons perubahan di lingkungan yang begitu
cepat untuk dapat menjalankan tujuan secara berkelanjutan (Luna et al., 2015). Lebih lanjut,
konsep ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan anggaran
dengan membaca peluang dalam perubahan yang cepat (Huang et al., 2014). Kemampuan ini
nantinya akan menghasilkan sebuah hasil yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan sejalan dengan adanya perubahan yang cepat.

Pengangguran Teknologi

Secara umum, pengangguran adalah seseorang yang termasuk ke dalam usia produktif atau
angkatan kerja, tetapi tidak bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 1994). Lebih
lanjut, Kaufman & Hotchkiss (1999) mengungkapkan bahwa pengangguran adalah kondisi ketika
seseorang berada dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan, tetapi masih aktif dalam melakukan
pencarian pekerjaan dalam kurun waktu empat minggu terakhir. Dengan demikian, pengangguran
dapat diartikan sebagai penduduk yang sedang berada pada usia produktif dan termasuk ke dalam
angkatan kerja, tetapi masih dalam kondisi belum bekerja, tidak bekerja, dan juga sedang aktif
mencari pekerjaan.

Berdasarkan penyebabnya, Sukirno (1994) mengklasifikasikan pengangguran menjadi empat
kelompok utama, salah satunya adalah pengangguran teknologi, yakni pengangguran yang timbul
karena semakin terkikisnya jumlah tenaga kerja manusia dengan pemanfaatan teknologi yang
terus berkembang. Pengangguran ini muncul ketika pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan
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sebelumnya dapat dilakukan pula oleh teknologi mesin atau robot otomatis sehingga perusahaan
memilih penggunaan teknologi tersebut dalam upaya efisiensi biaya.

Pigouvian Tax

Surono & Purwanto (2018) mengemukakan bahwa secara garis besar, terdapat tiga klasifikasi
teori yang kerap diimplementasikan dalam pemungutan cukai di berbagai negara, yakni sin tax,
pigouvian tax, dan consumption tax. Adapun, pigouvian tax merupakan pajak atau cukai yang
dikenakan terhadap konsumsi masyarakat terhadap suatu produk yang dianggap memiliki
eksternalitas negatif (Surono & Purwanto, 2018). Pungutan ini dianggap lebih efisien untuk
mengendalikan eksternalitas negatif dibandingkan sekadar regulasi terhadap eksternalitas negatif
tersebut (Rosdiana &Irianto, 2012). Dengan demikian, instrumen pajakini dapat dimanfaatkan oleh
pemerintah sebagai sarana untuk mengendalikan penggunaan atau eksternalitas dari penggunaan
suatu hal.

Earmarking Tax

Michael (2008) mengemukakan bahwasanya earmarking tax ialah praktik penganggaran
penerimaan pajak tertentu untuk menjalankan suatu tujuan atau program tertentu. Berbeda
dengan pembiayaan belanja negara yang bersumber dari penerimaan terkonsolidasi, earmarking
tax melakukan penetapan pembiayaan berasal dari basis pajak yang spesifik (Teja, 1988). Lebih
lanjut, Teja (1988) memberikan suatu gambaran terkait dengan skema earmarking tax, yakni PPh
sebagai sumber pendanaan jaminan sosial, pajak properti untuk pendanaan pendidikan, dan lain
sebagainya. Earmarking tax ini dapat didefinisikan pula sebagai jenis-jenis pajak yang sengaja
dipisahkan oleh pemerintah dari penerimaan pajak keseluruhan untuk tujuan program tertentu
(Almaghfi et al., 2016; Clague & Gordon, 1939).

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif dan analisis untuk membangun pemahaman mendalam mengenai disrupsi asas keadilan
pemungutan pajak dalam RUU tersebut. Metode penelitian tersebut juga dipilih karena
kelebihannya dalam memberikan gambaran akan fenomena yang diteliti secara komprehensif
melalui penyelidikan yang luas dan terbuka (Waruwu, 2023). Subjek penelitian ini adalah WP
Indonesia termasuk peneliti, terutama masyarakat penerima manfaat program pengampunan
pajak. Objek penelitian adalah program pengampunan pajak yang telah dilaksanakan pada tahun
2016 dan tahun 2022 sebagai acuan untuk menganalisis peluang pengesahan RUU Pengampunan
Pajak menjadi suatu Undang-Undang. Sementara fokus penelitian terletak pada analisis melalui
sudut pandang asas-asas pemungutan pajak serta esensi sanksi administrasi dalam sistem
perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR) secara manual sesuai
dengan tahapan yang dijelaskan oleh Pati & Lorusso (2017) dalam penelitiannya. Tahapan
penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah merumuskan pertanyaan dan tujuan studi,
menyusun strategi pencarian literatur, melakukan penyaringan dan seleksi isi, melakukan evaluasi
artikel secara menyeluruh dan ekstraksi data yang diperlukan, serta menyajikan hasil temuan
tersebut dalam bentuk naratif, tabel, dan diagram. Data dalam penelitian ini didapat melalui
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sumber buku, jurnal, serta bahan literatur lainnya mengenai penelitian terdahulu untuk
diklasifikasikan dan kemudian dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian
dimulai dengan pemilihan fokus penelitian, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori yang
relevan dari penelitian terdahulu termasuk para ahli, menganalisis teori dan hasil penelitian yang
relevan, serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN
Status Quo Pengangguran di Indonesia

Berdasarkan Grafik 2, The Economist (2018) mengungkapkan bahwa dari studi yang dilakukan
di 32 negara, terdapat sejumlah lapangan pekerjaan yang rentan tergantikan oleh robot dan juga
otomatisasi lainnya di masa depan, seperti di bidang administrasi, industri manufaktur, agrikultur,
dan lain-lain. Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya langkah yang dijalankan secara paralel
untuk dapat menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja manusia di usia produktif dengan masifnya
penggunaan robot otomatis. Hal ini disebabkan adanya ancaman dominasi robot dalam lapangan
kerja sehingga meningkatkan angka pengangguran teknologi. Lebih lanjut, pengangguran
teknologi akibat penggunaan robot juga dapat merugikan negara karena dapat menggerus
penyerapan jenis pajak lain, yakni PPh (Abbott & Bogenschneider, 2017)
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Grafik 2 Pekerjaan yang Berpotensi Tergantikan oleh Robot dan Otomatisasi Lainnya
Sumber: The Economist (2018), diolah oleh penulis

Said Igbal dalam Suhendra (2019) mengungkapkan bahwa di Indonesia sendiri, terdapat lima
industri utama yang telah melakukan transisi penggunaan robot dan otomatisasi lainnya dalam
melakukan produksi, yakni industri otomotif, pertambangan, kimia, farmasi, dan juga elektronik.
Proses robotisasi dalam perindustrian tersebut tentu mengancam eksistensi dari pekerja manusia
yang bekerja di dalamnya. Transisi pemanfaatan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja robot
dan otomatisasi lainnya dinilai berpotensi mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
sekitar 30 persen dari jumlah keseluruhan pekerja dan dapat menyebabkan meningkatnya angka
pengangguran teknologi (Said Igbal dalam Suhendra, 2019). Adapun, sampai saat ini, Pemerintah
Indonesia belum menunjukkan rencana atas langkah dalam menanggulangi pengangguran secara
spesifik, yakni pengangguran teknologi. Pemerintah Indonesia sejauh ini masih mengambil langkah
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dalam mengatasi pengangguran secara umum, seperti dengan memberikan subsidi biaya, Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan lain sebagainya (Kholipah, 2023).

Akan tetapi, BPS (2025) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan angka pengangguran
terdidik di Indonesia pada tahun 2024, yakni dari 5,18 persen pada tahun 2023 menjadi 5,25 persen
pada tahun 2024 untuk kategori lulusan universitas dan dari 4,79 persen pada tahun 2023 menjadi
4,83 persen pada tahun 2024 untuk kategori lulusan diploma. Dengan itu, diperlukan upaya ekstra
bagi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pengangguran, khususnya pengangguran
teknologi terdidik. Hal tersebut diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menyeimbangkan
tingkat pertumbuhan penggunaan teknologi dengan kesiapan tenaga kerja terhadap modernisasi.
Untuk itu, sesuai dengan fungsi regulerend pajak, Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan
pajak sebagai instrumen dalam mengendalikan laju robotisasi, yakni dengan
mengimplementasikan pajak atas robot dan otomatisasi lainnya.

Urgensi Pajak Robot dan Pigouvian Tax di Indonesia

Indonesia telah mengadopsi pigouvian tax dalam sejumlah pajak untuk dapat mengendalikan
eksternalitas negatif yangtimbuldari  sejumlah permasalahan, seperti mengendalikan konsumsi
rokok, emisi perindustrian, dan emisi kendaraan bermotor. Pertama, Indonesia menerapkan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang bertujuan untuk menginternalisasikan
eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan bahan bakar. Kemudian, penerimaan dari
PBBKB akan digunakan untuk menanggulangi eksternalitas yang timbul dari penggunaan bahan
bakar (Sembiring, 2022). Kedua, Indonesia juga menerapkan cukai atas rokok. Cukai ini dikenakan
atas dasar eksternalitas negatif yang timbul dari konsumsi rokok, seperti masalah kesehatan
(Kusyeni et al., 2021). Kemudian, penerimaan yang didapatkan dari cukai rokok akan dipergunakan
(earmarking) untuk menangani permasalahan kesehatan yang timbul, peralihan produksi para
petani tembakau yang terdampak karena turunnya demand, dan lain-lain (Kusyeni et al., 2021).
Terakhir, Indonesia menerapkan pajak karbon yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021 (UU 7/2021).

Akan tetapi, sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia belum memanfaatkan instrumen
pengenaan pajak dengan mengadopsi konsep pigouvian tax terhadap robot dan otomatisasi
lainnya. Lebih lanjut, Nababan (2023) mengungkapkan bahwa sekitar 23 juta pekerjaan diIndonesia
pada tahun 2030 akan tergantikan oleh otomatisasi. Dengan demikian, tingkat pengangguran
teknologi di Indonesia berpotensi meningkat. Ditinjau dari eksternalitas negatif yang timbul,
pemerintah dapat mengambil langkah dengan mengadopsi pigouvian tax (Sembiring, 2022).
Dengan diimplementasikannya pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi lainnya, pemerintah
dapat menjalankan fungsi regulerend pajak, yakni untuk mengendalikan tingkat robotisasi di
Indonesia dan pengangguran teknologi. Selanjutnya, pemerintah juga dapat memulihkan potensi
penerimaan PPh yang tergerus akibat peralihan tenaga kerja dengan penerimaan pajak atas robot
dan otomatisasi lainnya.

Meninjau Implementasi Pajak Robot di Korea Selatan

Meskipun banyak pihak yang memberikan usulan pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi,
hanya sedikit jumlah negara yang benar-benar mengimplementasikannya. Pigouvian tax dinilai
dapat menjadi konsep yang diadopsi dalam implementasi dari pengenaan pajak atas robot dan
juga otomatisasi ini, baik melalui pengenaan secara langsung maupun melalui upaya disinsentif.
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Adapun, Korea Selatan dipandang sebagai negara pelopor yang menerapkan pajak atas robot dan
otomatisasi. Hal tersebut berangkat dari penemuan pada tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa
10.000 buruh dalam industri manufaktur di Korea Selatan dapat tergantikan oleh 710 robot
(Kovacev, 2020). Dengan tingginya perbandingan tersebut, Korea Selatan dipandang sebagai
negara dengan tingkat penggunaan robot otomatis tertinggi (BBC, 2019). Bahkan, Abyan (2022)
mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, Korea Selatan mengalami pembengkakan tingkat
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga 1,7 juta pekerja karena penggunaan robot dan
otomatisasi.

Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 2017, Korea Selatan mengimplementasikan kebijakan
yang dinilai memiliki efek yang setara dengan pajak robot (Merola, 2022). Kebijakan ini memiliki
fokus utama untuk menjaga stabilitas ketersediaan lapangan pekerjaan di tengan masifnya
penggunaan robot otomatis (BBC, 2019). Kovacev (2020) menyatakan bahwa kebijakan yang
diimplementasikan di Korea Selatan ini berupa pemangkasan insentif pajak atas investasi terhadap
robot dan otomatisasi lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperlambat gerak transformasi tenaga
kerja menjadi mesin robot atau otomatisasi lainnya yang dapat menggeser pekerjaan manusia
(DDTC, 2017). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skema pajak atas robot yang
diimplementasikan di Korea Selatan bukan semata-mata dikenakan secara langsung terhadap
robot dan otomatisasi lainnya, melainkan melalui pemotongan insentif pajak investasi terhadap
teknologi robot dan otomatisasi. Sebelumnya, insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Korea
Selatan terhadap robot dan otomatisasi ini adalah sebesar 7%. Namun, untuk menjaga
ketersediaan lapangan pekerjaan bagi usia produktif dan mengendalikan jumlah penggunaan
robot dan otomatisasi, Pemerintah Korea Selatan memangkas insentif tersebut menjadi hanya
sebesar 2%. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Pemerintah Korea Selatan mengenakan pajak
atas robot dan otomatisasi dengan cara memotong besaran insentif sebesar 5%.

Problematika yang Berpotensi Timbul

Oberson (2019), Pettinger (2017), Bottone (2018), Nugraha (2021), dan Abbott & Bogenschneider
(2017) telah merekomendasikan pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi dalam rangka
mengendalikan tingkat pengalihan tenaga kerja manusia menjadi tenaga robot dan otomatisasi.
Kebijakan ini sejalan dengan fungsi utama pajak, yakni regulerend karena dalam hal ini pajak
berperan sebagai instrumen yang menjaga stabilitas pasar lapangan kerja bagi angkatan kerja.
Walaupun demikian, implementasi dari kebijakan ini dinilai sulit dan berpotensi menuai banyak
kontra karena bertepatan dengan momentum revolusi industri 5.0 yang tengah berjalan saat ini
(Sembiring, 2022). Lebih lanjut, baru satu negara saja yang betul-betul mengimplementasikan
kebijakan pajak atas robot dan otomatisasiini. Tidak hanyaitu, implementasi pajak atas robot akan
menimbulkan sejumlah tantangan atau problematika lain.

Pertama, robot dan otomatisasi ini dinilai sulit untuk ditetapkan status hukum (legal entity)
dalam hal perpajakan. Hal ini karena pada awal mula kemunculannya, pendefinisian dari robot
dalam hal pajak robot masih dinilai ambigu sehingga sulit untuk ditetapkan status hukumnya, baik
sebagai subjek maupun objek (Nugraha, 2021). Berangkat dari hal tersebut, Englisch (2018)
mengungkapkan bahwa keambiguan dari pendefinisian status hukum robot dalam perpajakan ini
berpotensi menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan petugas pajak. Problematika tersebut
menunjukkan bahwa implementasi dari pajak robot ini memerlukan rangkaian proses yang
panjang sebelum benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, keambiguan definisi dari
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robot dan otomatisasi ini juga menimbulkan adanya kesulitan dalam hal menentukan pihak mana
yang menjadi subjek pajak atau yang menanggung beban pajak (Rahman & Afriza, 2024).

Kedua, pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi ini dinilai dapat menghambat manusia
dalam berinovasi, terlebih dengan sedang berjalannya revolusi industri 4.0—yang kini telah
menjadi revolusi industri 5.0 (Abyan, 2022; Pettinger, 2017). Implementasi pajak atas robot dan
otomatisasi ini juga berpotensi membatasi investasi terhadap inovasi teknologi dan menghambat
laju perkembangan teknologi (Gasteiger & Prettner, 2022). Kebijakan ini juga nantinya akan menjadi
kontraproduktif dengan tujuan Pemerintah Indonesia saat ini, yakni menggalakkan perkembangan
inovasi teknologi di Indonesia. Bahkan, Parlemen Uni Eropa kontra dengan gagasan pengenaan
pajak atas robot tersebut karena dinilai sama saja dengan memaja ki suatu kemajuan (Kharpal,
2017). Lebih lanjut, Federasi Robotik Eropa dalam Reuters (2017) mengungkapkan bahwa
pengenaan pajak atas robot dapat memperlemah kemampuan daya saing inovasi teknologi dan
juga kompetensi dari tenaga kerja manusia. Pasalnya, publik menilai bahwa perkembangan inovasi
teknologi dari masa ke masa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam hal
kegiatan usaha (Sembiring, 2022).

Dengan hal tersebut, pemerintah dihadapkan dengan pilihan, yakni menekan angka
pengangguran teknologi atau mendorong perkembangan inovasi teknologi, khususnya dalam
perindustrian. Lebih lanjut, pertimbangan yang kritis dan matang perlu dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia dalam mempertimbangkan pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi tersebut karena
dapat kontraproduktif dengan fokus lain dari program pemerintah. Menanggapi permasalahan itu,
Pemerintah Indonesia perlu mengukur skala prioritas utama yang memiliki tingkat urgensi lebih
tinggi untuk dicapai terlebih dahulu, apakah mendorong perkembangan teknologi atau
mengendalikan angka pengangguran teknologi.

Ketiga, pada dasarnya, pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi ini dinilai berpotensi
meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan dengan asumsi ceteris paribus (Gasteiger
& Prettner, 2022). Meskipun demikian, Guerreiro et al. dalam Abyan (2022) mengungkapkan
bahwasanya manfaat dari pajak atas robot dan otomatisasiini tidak optimal dalam jangka panjang.
Bahkan, problematika otomatisasi ini juga dinilai dapat menimbulkan adanya kesenjangan
pendapatan di masyarakat. Pasalnya, tenaga kerja manusia yang terdampak berpotensi menerima
penghasilan lebih kecil dibandingkan dengan tenaga kerja yang ahli dalam bidang teknologi karena
dinilai lebih menguntungkan (Nugraha, 2021). Hal tersebut kemudian dinilai dapat memengaruhi
tingkat penerimaan PPh di Indonesia karena tergerusnya angka tenaga kerja manusia.

Menilik Rekomendasi Peluang Implementasi Pajak Robot di Indonesia

Sebagai negara berkembang, Indonesia tampaknya memerlukan upaya ekstra dalam
menghadapi pengangguran teknologi. Nugraha (2021) mengungkapkan bahwa fenomena tersebut
dapat terjadi karena Indonesia masih termasuk ke dalam jajaran negara dengan tingkat kualitas
pendidikan yang rendah di dunia. Hal tersebut menyebabkan tenaga kerja manusia di Indonesia
dinilai kurang memiliki kompetensi yang sepadan dan matang dalam menghadapi revolusi industri
4.0—yang kini telah menjadi revolusi industri 5.0 (Nugraha, 2021). Berangkat dari hal tersebut, Bill
Gates dalam Sembiring (2022) mengungkapkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen
dalam membenahi kegagalan pasar, yakni pengangguran teknologi karena eksternalitas negatif
darirobot dan otomatisasi lain. Pajak atas robot dan otomatisasi ini nantinya akan berjalan sebagai
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fungsi regulerend dari pajak, yakni untuk mengendalikan tingkat pemanfaatan robot yang
mengambil alih pekerjaan manusia.

Sebelumnya, pada tahun 2018, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani dalam Aditya (2018)
mengungkapkan bahwa masifnya penggunaan robot yang menggantikan tenaga kerja manusia
dapat dijadikan sebagai objek pemajakan baru. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat
posibilitas dalam mengimplementasikan pajak atas robot dan otomatisasi lainnya di Indonesia. Per
tahun 2019, ditemukan bahwa terdapat peningkatan penggunaan robot dalam perindustrian di
Indonesia sebesar 20% (Harfianza dalam Putra, 2019). Pemerintah sebagai agen pembuat
kebijakan memegang peran penting dalam menyesuaikan kondisi lapangan pekerjaan dengan
perkembangan zaman pada masa revolusi industri 5.0 ini secara tangkas (agile), seperti dalam hal
mengatasi tingkat pengangguran teknologi di tengah tren modernisasi. Hal ini bertujuan untuk
menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia, terlebih dengan kondisi Indonesia yang
tengah berada di masa bonus demografi.

Berangkat dari hal tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi atas problematika yang dapat
dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan pajak atas robot dan
otomatisasi. Pertama, terkait dengan status hukum dari robot, pemerintah perlu
mempertimbangkan secara matang pihak mana yang akan menanggung beban dari pajak tersebut,
baik perusahaan yang mengoperasikannya maupun robot itu sendiri. Dengan demikian, kewajiban
pajak nantinya akan dikenakan secara spesifik terhadap pihak-pihak yang banyak memanfaatkan
robot dan otomatisasi tersebut, seperti pabrik, logistik, dan lain sebagainya (Rahman & Afriza,
2024). Lebih lanjut, Englisch (2018) mengungkapkan bahwa untuk dapat memberikan suatu
kepastian hukum, perlu dilakukan perancangan sistem registrasi terhadap robot-robot yang
terkualifikasi yang akan dikenakan pajak sebab nantinya otoritas pajak setempat hanya
berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan terhadap robot-robot yang
telah teregistrasi saja.

Kedua, terkait dengan potensinya dalam menghambat inovasi, alokasi yang spesifik perlu
dilakukan atas penerimaan dari pajak atas robot dan otomatisasi dengan menggunakan skema
earmarking tax. Sebagai contoh, penerimaan pajak dari robot dan otomatisasi dapat dipergunakan
untuk kompensasi dan untuk memberikan pembekalan kompetensi inovasi teknologi bagi tenaga
kerja yang terdampak (Abbott & Bogenschneider, 2017; Abyan, 2022). Bahkan, hal ini dinilai dapat
memberikan manfaat ganda bagi pemerintah, yakni penerimaan pajak dan perkembangan inovasi
teknologi yang merupakan hasil dari program pelatihan kompetensi teknologi tenaga kerja yang
terdampak (Englisch, 2018). Dengan keterampilan baru yang dihasilkan, tenaga kerja manusia yang
sebelumnya tergantikan oleh robot dan otomatisasi nantinya dapat bersaing lagi di pasar kerja.
Lebih lanjut, tenaga kerja manusia tersebut nantinya juga berpotensi untuk mendapatkan
penghasilan yang lebih tinggi karena dinilai lebih memiliki kompetensi dalam inovasi teknologi dari
sebelumnya (Nugraha, 2021).

Ketiga, terkait dengan aspek penerimaan yang dinilai hanya berjangka pendek, serupa dengan
rekomendasi sebelumnya, Pemerintah Indonesia dapat menerapkan skema earmarking tax pada
pajak atas robot dan otomatisasi. Penerimaan dari pajak atas robot dan otomatisasi ini nantinya
dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan peningkatan keterampilan teknologi tenaga
kerja manusia. Dengan demikian, ketimpangan penghasilan antara tenaga kerjayang ahli teknologi
dan yang tidak ahli teknologi akan semakin kecil sehingga para tenaga kerja yang terdampak
berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari sebelumnya berkat keterampilannya
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(Nugraha, 2021). Selanjutnya, potensi penerimaan PPh yang sebelumnya terkikis karena
pemanfaatan robot dan otomatisasi dapat dipulihkan sehingga dapat menyumbang penerimaan
pajak dalam jangka panjang.

Implementasi dari pajak robot di Indonesia tentu memerlukan rangkaian proses yang
kompleks. Namun demikian, Pemerintah Indonesia tetap dapat mempertimbangkan kebijakan
tersebut di Indonesia, terlebih dengan semakin masifnya penggunaan teknologi mesin robot dan
otomatisasi lain. Adapun, pemerintah dapat mengadopsi sejumlah skema yang dinilai ideal dalam
rangka mengenakan pajak atas robot dan otomatisasi lainnya. Sebagai contoh, pemerintah dapat
menerapkan skema kebijakan penyusutan khusus bagi robot dan otomatisasi lainnya sehingga
penyusutan yang dapat dibebankan menjadi lebih kecil, seperti dengan mengatur masa manfaat
robot dan otomatisasi lainnya secara khusus (Abbott & Bogenschneider, 2017). Hal ini disebabkan
oleh eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan robot dan otomatisasi ini, yakni
menggantikan tenaga kerja manusia yang berakibat pada meningkatnya angka pengangguran
teknologi. Lebih lanjut, Nugraha (2021) mengungkapkan bahwa skema lump-sum tax dapat pula
diterapkan, yakni pengenaan pajak dari robot dan otomatisasi dengan nominal tetap, tanpa
memperhatikan hasil produksi dari robot dan otomatisasi tersebut.

Adapun, Oberson (2019) juga merekomendasikan sejumlah kebijakan yang dapat
diimplementasikan dalam rangka pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi. Pertama,
Pemerintah Indonesia dapat mengenakan pajak atas robot dan otomatisasi lainnya atas setiap
penghasilan yang timbul atas penggunaan mesin robot dan otomatisasi ini. Dengan kata lain, mesin
robot dan otomatisasi lainnya diperlakukan setara dengan tenaga kerja manusia, yakni dikenakan
pajak atas penghasilan yang dihasilkan. Hal tersebut dinilai dapat menghindari hilangnya potensi
penerimaan pajak yang disebabkan oleh tergerusnya basis pajak akibat tergantikannya tenaga
kerja manusia dengan mesin robot dan otomatisasi lainnya. Dengan demikian, perusahaan yang
memanfaatkan mesin robot dan otomatisasi lainnya tetap berkewajiban dalam menyetorkan pajak
penghasilan yang bersumber dari pemanfaatan teknologi tersebut sebagaimana yang dilakukan
kepada tenaga kerja manusia. Kedua, pemerintah juga dapat mengadopsi skema pengenaan pajak
atas robot dan otomatisasi lainnya secara langsung dengan menjadikan teknologi tersebut menjadi
objek pajak (Oberson, 2019). Dengan itu, pemerintah dapat mengenakan pajak atas robot dan
otomatisasi lainnya dengan tarif flat ataupun progressive kepada pemilik dari teknologi tersebut.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang dinilai memiliki tingkat pengangguran yang tergolong tinggi
yang dibuktikan dengan peringkat Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran
tertinggi se-Asia Tenggara. Terdapat berbagai penyebab dari tingginya tingkat pengangguran di
Indonesia, salah satunya yakni semakin banyak tenaga kerja manusia yang tergantikan dengan
penggunaan mesin robot dan otomatisasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan
teknologi tidak hanya memberikan suatu keuntungan, tetapi juga memberikan suatu
permasalahan baru, yakni peningkatan angka pengangguran teknologi. Lebih lanjut, problematika
tersebut menjadi sebuah isu secara global, terlebih dengan masuknya era revolusi industri 5.0. Hal
ini menyebabkan perlunya dibuat suatu kebijakan untuk dapat mengendalikan tingkat
penggunaan mesin robot dan otomatisasi lainnya sehingga peningkatan angka pengangguran
dapat ditekan. Berangkat dari hal tersebut, muncul usulan terkait pengenaan pajak atas robot dan
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otomatisasi yang dinilai efektif dalam mengatasi eksternalitas negatif yang timbul dari
pemanfaatannya, yakni meningkatkan tingkat pengangguran teknologi.

Kebijakan ini dinilai dapat menambah ruang perspektif bagi perpajakan untuk menjadi solusi
dalam mengatasi persoalan tersebut. Dalam hal ini, pajak memainkan peran fungsi regulerend,
yakni untuk menekan angka pengangguran teknologi di indonesia akibat perkembangan
penggunaan mesin robot dan otomatisasi yang kian menggantikan tenaga kerja manusia. Untuk
itu, Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi sejumlah skema pengenaan pajak atas robot dan
otomatisasi lainnya, seperti pengurangan penyusutan yang dapat dibiayakan atas mesin robot dan
otomatisasi lainnya, pengenaan pajak atas penghasilan dari robot dan otomatisasi lainnya, lump-
sum tax, serta specific tax. Akan tetapi, kebijakan ini kemudian menuai tanggapan-tanggapan
kontra dari sejumlah pihak karena serangkaian alasan, seperti dinilai sulit untuk menetapkan
status hukumnya, dianggap dapat menghambat perkembangan teknologi, dan tidak memberikan
penerimaan pajak yang berjangka panjang. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini
merekomendasikan sejumlah hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan ketika kebijakan ini
akan diimplementasikan sehingga dapat berjalan secara optimal. Adapun, rekomendasi yang
disajikan yaitu dengan menetapkan pihak industri sebagai entitas yang menanggung beban pajak
atas robot dan otomatisasi, meregistrasi robot dan otomatisasi lainnya yang dikenakan pajak, dan
menerapkan skema earmarking tax atas penerimaan pajak untuk hasil penerimaan berjangka
panjang. Earmarking tax yang dilakukan dapat disalurkan untuk mengadakan program
peningkatan kompetensi teknologi, pemerataan infrastruktur teknologi, dan peningkatan mutu
literasi digital masyarakat, terutama kepada para pengangguran teknologi yang terdampak dari
robotisasi.
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